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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

en·m bang 

Men gingat 

DENGA RAHMA TUHA ANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal I an ka 1 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya No 0 

14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Ta u 
2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya, d ipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tasikrnalaya tentang Rin cian 
Tugas Unit di Lingkungan Dinas Kependuduka n dan 
Pencatatan Sipil Kabu paten Tasikrnalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten ta ng 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta h u n 1974 Nomor 55, 
Tarnba h an Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 3041), se bagaimana telah 
diubah de gan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nom or 8 Tah n 1974 ten ta n g Pokok­
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Repu blik Ind onesia Tahun 1999 N m or 169, 
Tambahan Lem baran Nega a Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahu n 2004 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 125, 
Tamba h an Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomo 5234); 

5. Peraturan Pemerintah omor 16 ahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Peg wa i Negeri 
Sipil Lemba a egara Republik Indonesia 
ahun 1994 Nom 22 , Ta m bahan Lemba ran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 7 

te tang Pembagian Urusan Pemerintahan 
an tara emerintah, Pemerintahan Daer h 
Provinsi dan P meri tahan Daerah Kabupat n l 
Kota (Lemb r n Negara e ublik Indon sir 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan emb r n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan P m erintah Nomor 100 Tahun 2 0 0 
tentang Pe gangkatan Pegawai Negeri Si il 
D am ba S ruk ral (Lemba ra Neg ra 

epub·k Indonesia Tahun 2 00 Nomo 1 7, 
Ta mbah Le baran Negara epu lik 
I 4v 18 sebag iman telah 

en gan Per t a n Peme in tah 
Nom 2002 tentang Perubah Atas 

eraturan P m erintah Nomor 100 Tahun 2 00 
g ~ Peg e er ipil 
ta n St k u ral (Lem aran egara 
do sT un 2002 m or 33, 

L m aran egar epublik 
m or 4 194); 

8 . eraturan Pem erintah Nom or 41 Tah n 2007 
enta Or an · P ran gk t Daerah 

(Le Nega a Republik Indonesia 
T un om r 89 , Tamba an Lembaran 
Neg a Repu i ndon sia Nomor 4741); 

9. K tusan Pr siden Republik Indonesia 
Nomor 8 7 a u n 1999 ten tang Rumpun 
Jabatan Fu g ional Pegawai Negeri Sipil; 

10. Peraturan M nteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten T sikmalaya 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelen ggaraan 
Administra s' Kependudukan di Kab paten 
Tas'kmalay . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTAJ.\ G 
RINCIAN TUG S UN T DI LINGKUNGAN DI A 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN S P L 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

B B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dal m Peraturan Bupa . ini ya g d im a sud d ngan: 
1. Daerah a dalah aerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. B a ' a d Bupati T s'kmal 
3. in as adalah Din as Kepe d dukan dan Pencat tan Sipil 

Ka pate a 'kmal 
4. epala Dinas ada lah Ke a l Di as Kependu du kan dan 

P nca ta an Sipil Kabupaten a s ikrnalaya. 
5. U it d alah nit K rja ya ng ergambar da am Struktur 

Organisa i Dina Kependudukan dan Pencatata n Sip i Kabu paten 
Tasikmala a. 

6. Kelompok Jaba an F al lah 'a atan teknis yang 
didasark ad keahlian dan atau eterampi an yang tidak 
tercantum dalam s tru t r organ i asi Dina s n amun sangat 
diperlukan dalam me ksanakan sebagi tugas pokok Dinas. 
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BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI 

LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

Bagian Pertama 
Susunan Organisasi 

Pasa12 

Susunan Organisa si Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 54 A 
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 
Tahun 2 0 11 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya Nom or 15 Tahun 2 00 8 tentang Dinas Daerah 
Kabu paten Tasikmalaya, t erdir i dari : 

a. Kepala Dinas ; 
b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Program; 
2 . Sub Bagian Keuangan ; 
3 . Sub Bagian Umum dan Kepe ga waian. 

c. Bidang Kependudukan, membawa hkan : 
1. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk; 
2 . Seksi Pen catatan Mutasi Pen d udu k. 

d . Bidang Pencatatan Sipil, memba wahkan : 
1. Sek si Pelayanan; 
2 . Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta. 

e . Bid a n g Informasi Administrasi Kepedudukan, membawahkan : 
1. Seksi Pengolahan d an Pereka m a n Data Penduduk ; 
2 . Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pendu duk. 

f. Kelompok Jabatan Fungsiona . 

Bagian Kedua 
Rincia n Tugas Un it 

Paragr a f 1 
Kepala Dinas 

Pasa13 

(1) Kepala Dinas m empu nyai tugas memimpin, m engatur, membina, 
mengendalikan dan m engkoordinasikan penyelenggaraan tugas 
pokok Dinas meliputi urusan kesekretariatan, kependudukan, 
pencatatan sipil, dan informasi a d ministrasi kependudukan. 

(2) Rincian tugas Kepala Dinas : 
a . memimpin, mengawasi, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pe1aksanaan tugas urusan kependudukan 
dan pencatatan sipil; 

b . menyelenggarakan perumusan kebijakan pembinaan dan 
pengembangan urusan informasi administrasi kependudukan; 
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c. menyelenggaraka n perumusan kebijakan pembinaan dan 
pengembangan urusan kependudukan; 

d. menyelenggarakan perumusan kebijakan pembin aan dan 
pengembangan urusan pencatatan sipil; 

e. menyelenggaraka n bimbingan pelaksanaan kesekretariatan; 
f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait. 

Paragraf 2 
Sekre ta riat 

Pasal 4 

(1) Sekreta riat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan 
administrasi, mengkoordinasikan dan mengen dalikan 
pelaksanaan kegia tan kesekretariatan yang meliputi penyusun an 
program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah 
tangga dan perlengkapan serta kepegawaian. 

(2) Rincian tugas Sekretariat : 
a . menyelenggarakan penyusunan rencana kegiata n 

kesekretariatan; 
b. menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program 

kerja Dinas; 
c . menyelen ggarakan pelayanan administrasi dinas; 
d . menyelen ggarakan pengelolaa n administrasi keuangan ; 
e . menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
f. menyelenggarakan penyusuna n anggaran Dinas ; 
g . menyelenggarakan pengelolaan kegiatan u mum m elipu ti 

rumah tangga dan perlengka pan dinas; 
h . menyelenggarakan koordin a si dengan Bidang dala m 

penyusunan a n ggaran; 
1. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan 

keta talaksanaa n d i lingkungan dinas; 
J. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan 

pen dokumentasian perun dan g-u n dangan , pengelolaan 
perpustakaan; 

k. m enyelenggarakan pengelola an dan pembin a an naska h dinas 
dan k ars ipan; 

1. Menyelengga rakan pelayana n administrasi kepada seluruh 
pegawai d i lingkungan Dinas u ntuk menunja n g kelancaran 
tugas-tuga s d inas; 

m. menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 
n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di 

lingkungan Dinas. 

(3) Sekretariat, membawahkan : 
a. Sub Bagian Program; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 



· , 

6 

Pasal5 

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun dan 
menghimpun rencana kegiatan meliputi bidang kependudukan, 
pencatatan sipil dan informasi administrasi kependudukan 
sebagai bahan program Dinas. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Program : 
a . melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian 

Program; 
b. melaksanaka n pengumpulan data dari masing-masing bidang 

sebagai bahan penyusunan program kerja dinas; 
c. melaksa nakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep 

la poran kegia ta n Dinas; 
d. m elaksanakan identifikasi, analisis pengkajian dan 

penyusunan program serta penyusunan Laporan Akuntabilita s 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas ; 

e. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis da 
laporan d inas ; 

f. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggara n 
pembangunan dan belanja dinas serta laporan kegia tan 
ta hunan; 

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Su b Bagian Program ; 

h . melaksan akan koordinasi dengan u nit kerja terkait. 

Pasal 6 

(1) Su b Bagian Keuanga n m em p nyai tugas penYIapan ba han 
penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan 
penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan : 
a . m elaksanakan penyusunan ren ca n a kegiatan Sub Bagian 

K u angan; 
b. melaksanakan penyusunan konsep rencana anggara n dinas 

seba gai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun 
belanja; 

c. mela ksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Dina s ; 
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keu angan Dinas; 
e. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban 

anggaran pendapatan dan belanja dina s; 
f. melaksanakan proses akuntansi d an pelaporan keuangan 

Dinas 
g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manaJemen 

keuangan; 
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

Sub Bagian Keuangan; 
1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 
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Pasal 7 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, 
perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan 
administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 
b. melaksanaka n pengelolaan peralatan, perlengkapan dan asset; 
c. melaksana kan pengelolaan keta tausahaan dinas ; 
d. melaksa nakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ; 
e. m elaksanakan pen gembangan fu n gsi kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan pengelolaan admin ist rasi kepegawaian di 
lingkungan Dinas ; 

f . melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunaka n 
tata naskah dinas , penataan kearsipan dan dokumentasi, serta 
perpusta kaan di lingkungan Dinas; 

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta 
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan dinas; 

h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana perlengkapan di lingkungan Dinas; 

i. melaksan akan pengurusan pengadaan, penyimpanan, 
pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta usu lan 
pen ghapu san perlengkapan Dinas ; 

j. melaksanakan penyia pan bahan pengelolaan adminis tra si 
perlengkapan dan perbekalan; 

k. m ela ksanakan evalu asi dan pelaporan hasil pelaksanaan tu gas 
Sub Ba gian Um u m dan Kepegawaian; 

I. m elaksanakan koordina si den gan un·t kerja terkait . 

Paragraf 3 
Bidang Kependu du ka n 

Pasa1 8 

(1) Bidang Kependudu kan mempu nyai tugas m enyiapka n bahan 
perumu san kebijakan teknis dan mengkoordinasikan 
penyelenggaraan kegiata n, kepen dudukan m elipu ti pendaftaran 
penduduk dan penerbitan doku men penduduk, pencatatan 
mutasi penduduk dan administrasi kependudu ka n. 

(2) Rincian tugas Bidang Kepen du dukan : 
a . menyelenggarakan penyusu n an rencana kerja Bidang 

Kependudukan; 
b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan 

dan analisis serta identifikasi data kependudukan; 
c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan 

kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk; 
d. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi 

penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 
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e. menyelenggarakan penyusunan bahan pelayanan pendaftaran 
penduduk dalam sistem administrasi kependudukan; 

f. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan 
pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran 
penduduk; 

g. menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan atas 
penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 

h. menyelenggarakan penyusun an bahan penetapan kebijakan 
perkembangan kependudukan; 

1. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi dan 
kerjasam a antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan 
administra si kependudukan; 

J. menyelenggarakan penyusunan bah an pelaporan dalam 
pelaksanaan ke bijakan a dm inistrasi kependudukan; 

k. m enyelenggarakan penyusunan bahan pemantauan dan 
evaluasi kebijakan administrasi kependudukan; 

1. menyelenggarakan penyusuna n bahan pengawasan kebijakan 
administrasi kepen dudukan; 

m. menyelenggarakan penyusun an bahan kebijakan perencanaa n 
kependudukan; 

n. menyelenggarakan penyusu nan bahan penyerasian dan 
harmonisasi kebijakan kep endudukan antar dan den ga n 
lembaga pemerintah dan non pemerintah; 

o. menyelen ggarakan penyusunan bahan penilaian dan 
pelaporan kinerja pemba n gun an kependudukan secara 
periodik; 

p . menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelapora n 
Bidang Kependudukan; 

q . m enyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait 

(3) Bidang Kepedudukan, membawahkan : 
a . Seksi Pendaftaran dan Pener bitan Dokumen Penduduk; 
b . Seksi Pencatatan Mutasi Penduduk. 

Pasa1 9 

(1) Seksi Pen daftaran dan Pen erbitan Doku men Penduduk 
mempunyai tu gas melaksanakan penyiapan ba h an pengelolaan 
pendaftaran penduduk, iden tifikasi, analisis data serta 
penyusun an bahan rencana bim binga n teknis pen daftaran dan 
penerbitan dokumen penduduk. 

(2) Rincian tugas Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen 
Penduduk : 
a. melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi 

Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk; 
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusun an, 

analisis dan identifikasi data kependudukan; 
c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penetapan 

kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk; 
d. melaksanakan pencatatan dan pemutahiran biodata penduduk 

serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 
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e . melaksanakan pendaftaran dan penerbitan dokumen 
kependudukan; 

f. melaksanakan pendaftaran WNA t inggal tetap; 
g. melaksanakan pendaftaran penduduk yang tinggal 

diperbatasan antar negara; 
h. melaksanakan pendaftaran penduduk rentan administrasi 

kependudukan; 
1. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan 

pendaftaran penduduk; 
J. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pendaftaran 

pendud k dalam sis tem administrasi kependudukan; 
k. me1ak anakan penylapan bahan pem b in n dan 

pen gembangan sumber daya manusia pengelola pen aftaran 
pen duduk; 

1. m elaksanakan peny 'a pan bahan pen tapan k ebijakan 
perkembangan kependudukan; 

m. melaksanakan penyiapan bahan penetapan norma, standar, 
prosedur dan kriteria enyelenggaraan administra 1 

kependu duka n; 
n . melaksanakan kebijakan ad "nistra i kependudukan; 
o. melaksanakan penyiapan bah n pelaporan d lam p elaksanaan 

kebijakan administrasi kependudukan; 
melaksanakan penyiapan b an pemantauan dan evalu si 
kebijakan pengendalian ad in istra i kependudukan; 
melaksanakan a a pengawasan kebijakan 

en u duk 
r . pem 

e aksana n t gas 
D kume Pendu uk; 

eval si a 
Pendafta n 

pe1aporan h r sil 
dan Pe er ita n 

s . melak ana an koordinasi n an unit kelj a terkait 

Pasa l 10 

(1) Sek i e catatan Muta s i endu d k m emp nyru 
m elaksanak penyia an bahan pe gelo aan pencata 
pen d d k, identifikasi, a Ii i s t a serta penyus n an 
rencan kebija kan teknis penca ta tan mutasi pen d duk. 

(2) Rincian tu as Se . Pen u k : 

gas 
In. tasi 

ahan 

a. melak anakan pen la a ll bahan r n ca a kegiatan Seksi 
Pencatat M tasi Pen . uk; 

b. melaksanak p gumpu an, pe golaha n , penyusunan, 
analisis dan iden " lka si d ta m tasi uduk; 

c. melaksanakan penyia b an p erumusan penetapan 
kebijakan teknis di bidang e catatan mutasi penduduk; 

d. melaksanakan pencatatan data mutasi penduduk; 
e. melaksanakan pencatatan pindah datang penduduk dalam 

wilayah Republik Indonesia; 
f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan 

mutasi penduduk; 



, , 

10 

g. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pencatatan mutasi 
penduduk dalam sistem administrasi kependudukan; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas Seksi Pencatatan Mutasi Penduduk; 

1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait 

Paragraf4 
Bidang Pencatatan Sipil 

Pasal 11 

(1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan 
penyelen ggaraan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi kegiatan 
pelayanan, penyimpanan dan perubahan. 

(2) Rincian tugas Bidang Pencatatan Sipil : 
a. menyelenggarakan penyusu n an rencana kerja Bidang 

Pencatatan sipil; 
b . menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusun a n 

dan penganalisaan serta identifikasi data akta-akta pencata tan 
sipil; 

c . menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan 
kebijakan teknis di bidang pencata tan sipil; 

d . menyelenggarakan penyusuna n bahan koordina si 
penyelenggaraan pencatatan sipil; 

e . menyelenggarakan penyusunan bahan pelayanan pencatatan 
sipil dalam sistem administrasi kependudukan; 

f. m enyelenggarakan penyusun an bahan pemantauan, evalua si 
dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil; 

g. menyelenggarakan penyusunan ba han pembinaan dan 
pengem bangan sumber daya manusia dalam pengelolaan 
pencatatan sipil; 

h . menyelenggara kan penyusunan bah an pengawasan dan 
pen gendalian penyelengga raan pencatatan s ipil; 

1. m enyelengga rakan penyusuna n bahan pembangun an dan 
pen gembangan jaringan komu nikasi data pencatatan sipil; 

J. m eny lenggarakan penyusun an bahan penyediaan perangkat 
keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi 
data sampai ke tingkat Kecamatan sebagai tempat pelayanan; 

k. menyelenggarakan penyusunan bahan pemba ngunan bank 
data pencata tan sipil; 

1. menyelenggarakan pemantauan, evalua si dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas Bidang Pencatatan Sipil; 

m. menyelenggarakan koordina si dengan unit kerja terkait. 

(3) Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 
a. Seksi Pelayanan; 
b . Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta. 
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Pasal12 

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan 
pelayanan pencatatan sipi1. 

(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan : 
a . melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi 

Pelayanan; 
b . melaksanakan verifikasi dan validasi data pencatatan sipil; 
c . melaksanaka n penyiapan dan penyusunan bahan perumusan 

penetapan kebijakan teknis d i bidang pelayan an pencatatan 
s ipil; 

d . melaksanakan inventarisa s i dan identifikasi data pen ca tatan 
sipil; 

e . melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pencatatan sipil; 
f . melaksanakan pencatatan ke ahiran; 
g. melaksanaka n pencatatan la h ir mati; 
h. melaksanakan pencatatan k em atian; 
1. melaksanakan pencatatan perkawinan ; 
J . melaksanakan pencatatan perceraian ; 
k. melaksanakan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil ; 
1. melaksanakan penatausahaan dokumen pencatatan sipil; 
m . m elaksa nakan evalu asi d a n pelaporan h a sil pelaksanaan 

tugas Seksi Pelayanan; 
n . m elaksa nakan koordina si dengan unit kerja terkait. 

Pasal 13 

(1) Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta mem punyru. tu gas 
m elaksanakan penYlapan bahan penyusu nan perenca n aan 
pen gaturan, pengawasan, p nyimpanan dan peruba han 
pen catatan sip i1. 

(2) Rin cian tugas Seksi Penyimpanan da n Perubaha n Akta: 
a . m ela ksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi 

Penyimpanan dan Perubaha n Akta ; 
b . m laksanaka n penyiapan dan penyusuna n bah an perumusan 

penetapan kebijakan teknis di b idang penyim panan dan 
perubahan akta pencatatan sipil; 

c. melaksanakan inventarisas i dan identifikasi data pencatatan 
s ipil; 

d . melaksanakan verifikasi dan validasi data pencatatan sipil; 
e. melaksanakan bahan penyia pan penyimpanan dan perubahan 

akta; 
f. melaksanakan pencatatan pembatalan perkawinan; 
g. melaksanakan pencatatan pembatalan perceraian; 
h. melaksanakan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan 

anak dan pengesahan anak; 
1. melaksanakan pencatatan perubahan nama; 
J. melaksanakan pencatatan perubahan status 

kewarganegaraan; 

"5 
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k. melaksanakan pencatatan peristiwa penting lainnya; 
1. melaksanakan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil; 
m. melaksanakan penatausahaan dokumen pencatatan sipil; 
n. melaksanakan penyusunan dan penyimpanan data dokumen 

pencatatan sipil; 
o. menyelenggarakan bahan pembangunan dan pengembangan 

jaringan komunikasi data pencatatan sipil; 
p. menyelenggarakan penyusunan bahan penyediaan perangkat 

keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi 
data sampai ke tingkat kecamatan sebagai tempat pelayanan; 

q. menyelen ggarakan penyusunan bahan pembangunan bank 
data penca tatan sipil; 

r. melaksa nakan penyiapan bahan perlindungan data pribadi 
dalam proses dan hasil pencatatan sipil; 

s. melaksanakan evaluas i dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta; 

t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

Para gra f 5 
Bidang Informasi Administrasi Kependudukan 

Pasal 14 

(1) Bidang Informasi Administrasi Kepen dudukan m empunyai tu gas 
menyiapkan bahan perum u san kebijakan teknis dan 
men gkoordin asikan penyelenggaraan pengelolaan inform a si 
a dm inistrasi kependudukan m eliputi pengolahan dan perekaman 
data penduduk, serta pengendalian dan pengawasan pendudu k. 

(2) Rin cian tu gas Bida ng Informasi Administrasi Kependudukan : 
a . menyelenggarakan penyusun an renca n a kerja Bida ng 

Informasi Adm in istrasi Kepen dudukan; 
b . menyelenggara ka n pengumpulan, pen golahan, penyusu n an 

data in formasi a dm inistrasi kependudu kan; 
c. m enyelengga rakan penyusunan bahan perumu san peneta pan 

kebijakan teknis di bidan g informasi administrasi pen dudu k; 
d. menyelenggarakan pengolahan data informa si kependudu kan; 
e. m ny lenggaraka n perekaman d a ta administrasi 

kep ndudu kan; 
f. menyelenggarakan penyusu nan ba h an koordin asi dalam 

penyusun an in formasi administrasi kependu dukan; 
g. menyelenggarakan penyusunan bah an pengendalian dan 

pengawasan penduduk; 
h. menyelenggarakan penyusun an bahan perumusan penetapan 

kebijakan pengelolaan informa si administrasi kependudukan ; 
1. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 

advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan; 

J. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan sistem 
informasi administrasi kependudukan ; 

k. menyelenggarakan penyusunan bahan pembangunan tempat 
perekaman data kependudukan di Kecamatan; 
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1. menyelenggarakan penyusunan bahan perekaman data hasil 
pelayanan pendaftaran penduduk dan pemutahiran data 
penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK); 

m. menyelenggarakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

n. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan 
pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi 
administrasi kependudukan; 

o. melaksanakan penyiapan bah an kebijakan pengawasan dan 
pengendalian penduduk; 

p. melaksanakan pengawasan atas pengelolaan informasi 
adm inis trasi kependudukan; 

q. m enyelenggaraka n pelaksanaan kebijakan pen gendalian 
ku antitas, pengembangan kua litas pen duduk dan pengarahan 
mobilitas j penataan persebaran dan perlindungan pendu duk 
dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 

r. menyelenggarakan penyusu n an bahan koordinasi dan 
kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijaka n 
pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas pendudu k 
dan pengarahan mobilitas j penataan persebaran dan 
perlindungan penduduk dalam konteks pembangun an 
berwawasan kependudukan; 

s . menyelen ggarakan penyusu n an bahan pelaporan dalam 
pela ksanaan kebijakan pen genda lian kuantitas pendudu k, 
pengembangan ku alitas penduduk dan pengarahan m obilita s j 
penataan persebaran dan perlindungan penduduk dala m 
konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 

t . m enyelenggarakan penyusun an bahan kebijakan peren can a an 
informa si a dmin istrasi kependudukan; 

u . menyelenggarakan penyusun an bahan koordinasi dan 
sosialisasi adm in istrasi kepen dudukan; 

v. menyelenggarakan pendayagun aan inform asi a tas indika tor 
kepen du duka n da n analis is d a mpak kependudu kan u n tuk 
p rencanaan pembangun a n berba sis penduduk ; 

w. menyelengga rakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
Bidang Inform asi Administrasi Kependudukan; 

x. m ny len ggarakan koordinas i dengan unit kerja terkait. 

(3) Bidang In form asi Adminis trasi Kependudukan, membawahkan : 
a. Seksi Pengolah an dan Perekaman Data Penduduk; 
b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Peduduk. 

Pasal 15 

(1) Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bah an penyusunan perencanaan, 
pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan informasi administrasi 
kependudukan. 
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(2) Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk : 
a. rnelaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi 

Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk; 
b. rnelaksanakan penyiapan bahan inforrnasi dan data 

kependudukan berbasis Sistern Inforrnasi Adrninistrasi 
Kependudukan (SIAK); 

c. rnelaksanakan penyusunan bahan perekarnan data hasil 
pelayanan pendaftaran penduduk dan pernutahiran data 
penduduk; 

d. rnelaksanakan penyiapan bahan penyerasian dan harmonisasi 
kebijakan kependudukan an tar dan dengan lernbaga 
perner inta h dan non pernerintah dalam rangka tertib 
adrninis trasi kependudukan; 

e. rnelaksanakan penyiapan baha n peneta pan indikator 
kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis d arnpak 
kependudukan; 

f. rnelaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sosialisa si 
hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis darnpak 
kependu dukan serta kebijakan kependudukan kepada 
khalayak sasaran; 

g. rnelaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan informasi 
atas indikator kependudu kan dan analisis darnpa k 
kependudukan untuk peren canaan pernbangunan berba sis 
penduduk; 

h. rnelaksanakan pengolahan d a ta a drninistrasi kependuduka n ; 
1. rnelaksanakan perekarnan data penduduk sebagai bahan 

inforrnasi a drninistrasi kependudukan 
j . rnelaksanakan eva luasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tu gas 

Seksi Pengolahan d a n Perekaman Data Penduduk; 
k. rnelaksanakan koordinasi den gan unit kerja terkait 

Pasal 16 

(3) Sek si Pen gendalian dan Pen gawasan Penduduk rnernpunyai tu gas 
rnelaksanakan penyiapa n bahan penyusun an perenca n aan, 
pernbinaan, pen gawasan dan pen genda lian pendu duk. 

(4) Rincian tuga s Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pen duduk : 
a. rnela ksanaka n penyiapan bahan rencana kerja Seksi 

Pengen dalian dan Pengawasan Pendu du k ; 
b. rnelaksanakan penYlapan bahan pengendalian dan 

pengawasan berbasis Sis tern Inforrnasi Adrninistrasi 
Kependudukan (SIAK); 

c. rnelaksanakan penyusu n a n bahan pengendalian dan 
pengawasan penduduk; 

d. rnelaksanakan penyiapan bahan penyerasian dan harrnonisasi 
kebijakan kependudukan antar dan dengan lernbaga 
pernerintah dan non pernerintah dalarn rangka tertib 
pengendalian dan pengawasan penduduk; 
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e. melaksanakan pengendalian kuantitas, pengem bangan 
kualitas penduduk dan pen garahan mobilitas/ penataan 
persebaran dan perlindungan penduduk dalam konteks 
pembangunan berwawasan kependudukan; 

f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama 
an tar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian 
kuantitas, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan 
mobilitas / penataan persebaran dan perlindungan penduduk 
dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 

g. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan dalam 
pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas pen duduk, 
pengem ba ngan kualitas penduduk dan pengaraha n mobilitas / 
pen ataan persebaran dan perlindungan pendu duk dalam 
konteks pem bangun an berwawasan kependu du kan; 

h . m elaksanaka n penyia pan bahan koordinasi dan sosialisa si 
kebijakan pengendalian dan pengawasan penduduk; 

1. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan indikator 
kependudukan dan analisis dampak kependudukan serta 
penyerasian kebijakan kependu dukan; 

J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk; 

k. melaksanakan koordinasi den gan unit kerja terkait 

Paragraf 6 
Kelompok Jaba ta n Fungsional 

Pasal 17 

Kelom pok Jabatan Fungsional seba gaim ana dimaksud dalam Pasa l 2 
huruf f Peraturan Bupati In!, rinciarl tugasnya ditetapkan 
berd asarkan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Hal-hal yang belum cu kup diatur dalam Peraturan Bu pati ini, akan 
diatur dan ditetapkan dalam p eraturan tersend iri kecu ali yang 
menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatu r dan ditetapkan oleh 
Kepala Dinas. 

Pasal1 9 

Pada saat Peraturan Bupati in i mulai bt::rlaku, maka Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 20013 ten tang Rincian Tugas 
Unit Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

Diu n dangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 24 F ebr uar i 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

Ditetapkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 24 F ebIUar i 2012 

I BUPATI TAS,KMALAYAI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN 2012 NOMOR 11 
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